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      BUPATI MURUNG RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 RANCANGAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 

NOMOR 25 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 

NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MURUNG RAYA, 
 

Menimbang        :   a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya; 

 b.  bahwa dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia 

melalui Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang digunakan 

untuk insentif tenaga medis; 

 c. bahwa terdapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Cadangan 

untuk Sanitasi dan Air Minum serta Pertanian yang diberikan 

kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 

 d. bahwa terdapat pergeseran anggaran pada subrincian anggaran 

guna memperjelas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembuatan Bangunan 
Konservasi Tanah dan Air  yang bersumber dana dari Dana Bagi 

Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan Dinas Kesehatan untuk 

Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan Peralatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit dan STBM yang bersumber Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit; 

 e. bahwa terdapat penggunaan SiLPA sisa anggaran tahun anggaran 

2019 untuk Anggaran Dana Desa untuk Desa Lakutan dan Desa 
Kalang Dohong yang akan digunakan untuk pembayaran kegiatan 

tahun anggaran 2019 pada tahun anggaran 2020; 

 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 



 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Pertauran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 155); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

 



 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 655); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Virus 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 249); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang 

Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020 tentang 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan 

dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019; 

25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi 

Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan 
Gelombangan III Tahun Anggaran 2020; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7); 

28. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten 

Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Murung Raya 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya 
Tahun 2020 Nomor 12). 

 

 
 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 

Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita 
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 12) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan  Pasal 1 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 1 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun    

Anggaran 2020  semula Rp. 1.240.280.888.197,09 menjadi                                

Rp. 1.129.844.901.195,09 dengan rincian sebagai berikut : 
 

A.  PENDAPATAN 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.        70. 374.399.791,00 

2. Dana Perimbangan Rp.       865.980.965.000,00 

3.   Lain-lain pendapatan yang sah Rp.       193.489.536.404,09 

Jumlah pendapatan Rp.  1.129.844.901.195,09 

 

B. BELANJA 
1. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja pegawai Rp.        

419.411.384.794,09     
 2)  Belanja subsidi Rp.            

1.107.181.888,00  

 3)  Belanja hibah Rp.          
21.697.900.000,00     

4) Belanja bantuan sosial Rp.          

52.910.561.000,00   

5) Belanja bagi hasil Rp.               
977.000.000,00        

6) Belanja bantuan keuangan Rp.        

203.179.919.286,00 

7) Belanja tidak terduga Rp.          

63.500.000.000,00 

     Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.       762.783.946.968,09 

 

 

 

 

 



 

 

2. Belanja Langsung   

1) Belanja pegawai Sejumlah Rp.       115.961.188.998,22 

2) Belanja barang dan jasa  

Sejumlah Rp.       183.688.284.155,78 

  3) Belanja modal Sejumlah Rp.       107.944.769.593,00 

       Jumlah Belanja Langsung Rp.       407.594.242.747,00 

     Jumlah Belanja Rp. 1.171.125.561.315,09 

     Surplus / (Defisit) Rp.     (41.280.660.120,00) 

 
 

C. PEMBIAYAAN 
1. Penerimaan                               Rp          49.901.660.120,00 

 

 

2. Pengeluaran                              Rp.           8.621.000.000,00   
 

 

  Jumlah pembiayaan Neto             Rp         41.280.660.120,00 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran  

tahun berkenaan                          Rp.                                0,00 
 

 

 

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran Ia diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Murung Raya. 
 

Ditetapkan di Puruk Cahu  

pada tanggal 1 September 2020             

 
 BUPATI MURUNG RAYA, 

 

ttd 

 
     PERDIE M. YOSEPH 

               PERDIE 

Diundangkan di   Puruk Cahu    

pada tanggal 1 September 2020    

    

   SEKRETARIS DAERAH 

                                 KABUPATEN MURUNG RAYA, 

 

 ttd 

                                                HERMON 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020     
NOMOR 25. 


